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Keputusan Presiden Tentang Penjempurnaan Panitya .
termaksud da1am Keputusan Presiden No.l)1 tahun 1961 sebagai
mana te1ah dirobah dan ditambah, sehi:ngga mendjadi ~eba.gai
berikut : . I -"'C,f

'M~netapkan :

e. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

M E 1>1U T U S K AN:

'~,.

(1) Da1am rangka penje1enggaraan Landre.form dibentuk Panitya
Panitya Landre.form Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II,
Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan,
pengawasan, koordinasi, bimbingan serta pelaksanaan Landre.form.

(2) Fanitya-Panitya tersebut da1am ajat (1) adalah Panitya~Ne.gara.

Pasa1 2.

(1) Panitya-Panitya tersebut da1am Pasal 1 mempunjai. susunan
gai beri kut : .,:::'",,,

a. Ditingkat Pusat;disebut Panitya Landre.form PuS~~;~>:'''~f~.
d. Ditingkat Daerah Tingkat I disebut Panitya Landre.form

Tingkat I;
c. Ditingkat Daerah Tingkat II disebut Panitya Landre.form Da

Tingkat II;
d, Di Ketjamatan disebut Panitya Landreform ~etjamatan;
e. Di Desa disebut Panitya Landre.fdrm Desa atau Petugas Landre-
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bahwa berhubung dengan perkembangan tingkat pelaksanaan 1andr
form dewasa ini, dipandang per1u untuk mengadakan penjempurna
an organisasi penje1enggaraan Landre.form sebagaimana.:te1ah d..L_"·;·~_
tetapkan dalam Keputusan Presiden No.1.31 tahun 19.6J./;'jangt'l::l.L4:u.Af,}.,,.c·,.
dirobah dan ditambah dengan Keputusan Presiden No~509 tahun
1961;' ./""

MEmgingat : a. pasa1 4 ajat 1 Undang-undang Daaar-;

b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 tahun 1960
Lembaran Negara No.104 tahun 1960);

c. Undang-undang No.56 Frp tahun 1960. (Lembaran N~ara No.174
tahun 1960); . 1» , .

d. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 (Lembaran Negara
No.280 tahun 1961);

Menimbang :

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPu~USAN PRESIDEN REPUBLIK ItIDONESIA
NO. 26) TAHUN 1964 /

TENTANG

PENJ~WURNAAN PANITYA LA1~REFORM SEBAGAIMANA TERV~KSUD

DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NO.l)l TAHUN 1961
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Menteri

Wakil Ketua

Ketua
Wakil Ketua

Pemimpin Tertinggi

Pasal 3 •

(1) Panitya Landreform Pusat terdiri atas :

a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut :

.'_
B A B II.

PANITYA LANDREFO~I PUSAT

,
: Presiden Republik Indonesia/

Pemimpin Besar Revolusi;
: Presidium Kabinet ;
: Menteri Koordinator Kompartimen

Pembangunan ;
: Menteri Koordinator Kompartimen

Pertanian dan Agraria;
: Menteri Koordinator/Wakil Ketua
M.P.R.S.

: Menteri Koordinator Kompartimen
Hukum dan Dalam.Negeri; .

: Menteri Koordinator Kompartimen
Pertahanan Keamanan /KASAB;

• Menteri Koordinator Kompartimen Per-
hubungan dengan Rakjat;

: Menteri Koordinator/Wakil Ketua
: Menteri Koordinator Kompartimen
: Menteri Urusan Perentjanaan 'Pemb~. ~
Nasional;

: Menteri Agraria;
: Menteri Pertanian;
: Me.."1.teriPerikanan;
: Menteri Kehutanan;
: Menteri Perkebunan;
: Menteri Pembangunan Masjarakat Desa;
: Menteri Penerangan;

Anggot a-ang got a

(2) Tiap-tiap Panitya Landreform dari tingkat Pusat sampai dengan
Daerah Tingkat II terdiri dari Panitya-Paripurna dan Badan Peker­
dja serta diperlengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan
Pelaksanaan Landreform;

(3) Tiap-tiap Panitya Landreform tersebut dalam ajat 1 Pasal ini mem­
punjai suatu Sekretariat. Sekretariat Panitya Landre£orm merupakan
pula Sekretariat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pe1aksanaan Lan­
dreform;
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: Menteri Negara dpb Presidium Kabinet;
: Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
: Vfakildari Departemen Dalam Nageri;

Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

.Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat,
dengan keanggotaan sebagai berikut :

W,qld 1

.Wakil Ketua
Anggota-anggota

Ketua
Wakil Katua

: Menteri Agraria;
: Menteri Dalam Nageri j
: MerIteri/Sekretaria Djenderal Front Nasional;
: Menteri Pertanianj
: Menteri Urue an Bank Sentral;
: Menteri Perindustrian Rakjat;
: Menteri Transmigrasi/Koperasi;
: Menteri Pembangunan Masjarakat Desai
: Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan

Nelajan;
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tani Tingkat

Pusat anggota Front Nasional jang mewakili
golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh
Front Nasional Fusat.

(2) Panitya Landrefonn Pusat diperlenekapi dengan :

: Menteri Dalam Negeri;
: Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;
: Menteri/Panglima Angkatan Darat; .
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;

: Menteri Djaksa Agung;
: Menteri Perburuhan;
: Menteri Urusan Bank Sentral;
: Menteri Transmigrasi/Koperasi;
: Menteri Perindustrian Rakjat;
: Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
: Menteri Urusan Pendapa.tan I Pembiajaan,dan

Pengawasan;
: Menteri/Waki12 Ketua D.P.R.-G.R.
: Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan

Nelajan; .
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tani Tingkat

Pusat anggota Front Nasional jang mewakili
golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh
Front Nasional Pusat;

b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

~ggota-anggot a
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••••c. Memberi

Pasal 4.

(1) Panitya Landreform Pusat bertugas :

Memegang pimpinan tertinggi dan menetapkan kebidjaksanaan-umum serta
menjelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landre.form.

(2) Badan Pekerdja bertugas :
a. Melaksanakan keputusan-keputusan jang telah diruabiloleh Panitya

Paripurna Landreform Pusat;
b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen2 jang

bidang-tugasnja mempunjai hubungan-langsung maupun tidak lang­
sung dengan pelaksanaan Landreform;

c. Memberi bimbingan, petundjuk2 serta pedoman2 pokok penjelengga­
raan Landreform untuk Panitya2 Daerah, baik atas dasar •.putusan
Panitya Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisiatip sendiri;

d. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukan kepada Panitya
Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada Badan
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landre£orm Pusat;

LKepala Direktorat Hukum Depar­
temen Agraria.

: Waki~ dari D.P.A.;
: Kepala Direktorat Landre.formDepartemen

Agraria;
: Kepala Direktorat Landuse Departemen

Agrariaj
: Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan

Areal Survey Departemen Agraria;
Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
Departemen Agrariaj

4 Kepala Direktorat Pengukuran Hak-Hak
Departemen Agraria;

: Waki12 dari Organisasi Massa Tani anggota
Front Nasional jang diusulkan o1eh Front
Nasional Pusat;

(3)Sekretariat Panitya Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Menteri
Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Sekretaris Umum dan dibantu oleh<:4IJ Kepala Direktorat Landre.formDepartemen Agraria sebagai Sekretaris.

· Wakil dari Front Nasional.Pusat;•
· Wakil dari Staf Angkatan Bersendjata;·· Wakil dari M.P.R.S.j·
: Wakil dari Departemen Pertanian;
: Wakil dari Departemen Angkatan Kepolisian;

·Wakil dari Departemen Kedjaksaan;·
: ~'lakildari Departemen Kehakiman;

· Wakil dari BAPPENAS;·

Wakil Ketua
Anggota-anggota
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Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua

: Gubernur Kepala Daerah;
: Kepala Inspeksi Agraria;
: Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I dan

djika Ketuanja Gubernur Kepala Daerah;Wak
Ketua Front Nasional Daerah ,Ti~gkat I;

: Pang1ima Daerah Militer; "
: Kepala Poli.siKommisariat;
: Keps.laKedjaksaan Tinggi;
: Wakil Ketua Dewan Perwaki.lanRakjat Daer

Gotong Rojong;

Anggota-anggota

(1) Panitya Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :

a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I
Pasal 5.

a. Menjiapkan bahan2 jane diperlukan oleh Panitya Landreform
sat, Badan Pekerdja dan Badan Pertimban~n dan Pengawasan
laksanaan Landreform Pusat.

b. Menjelenggarakan segala sesuatu jang bersangkutan dengan ad­
ministrasi pelaksanaan Landreform.

A..
VWI'

(4}

c. Memberi bimbingan, petundjuk2 serta pedoman2 pokok 'penjeleng­
garaan Landreform untuk Panitya2 Daerah, baik atas dasar pu­
tusan Panitya Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisi­
atip sendiri;

d. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukan kepada Pani­
tya Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat

e. Meneliti keputusan2 dan tindakan2 pelaksanaan dari pada Badan
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landref'onn,Pusat;

£. Menjelesaikan dan memutuskan sengketa2 ,jangtimbul berhubung
dengan pelaksanaan Landre.formjang menjangkut kepentingan '
masjarakat luas;

(3) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landref'ormPusat
bertugas ;
a. Mengadjukan pertimbangan2 -kepada Panitya Lamreform Pusat

mengenai pelaksanaan Landref'orm;
b. Melakukan peneawasan dan mengadakan pen11aian terhadap semua

kegiatan pelaksanaan Landreform; .
c. Mengambil tindakan2 kearah penjelesaian sengketa2 tersebut

huruf'c sebelum Badan Pekerdja mengambil keputusan;
e. Melaporkan segala sesuatu jang t eLah dilakukannja kepada Pa­

nitya Landreform Pusat;

Sekretariat bertugas :

- 5 -
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Wakil Ketua' : Wakil dari Inspeksi Agraria;
,Wakil Ketua · Wakil dari ICedjaksaan Tinggi;•
Wakil Ketua · Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I;•

An,Q;e:ota2...

Ang gota-anggota

Wakil Ketua

Ketua
Wakil Ketua

; Kepala Inspeksi Agraria;
; Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;

dan djika Ketua-nja Gubernur Kepala Daerah,
Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat Ij

: Wakil2 Organisasi Massa Tani anggota Pani­
tya Paripurna Landre£orm Daerah Tingkat I,
setjara bergilir;

: Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tan~ anggota
Panitya Paripurna Landre£orm Daerah Tingkat

: Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Guber-
nur/Kepala Daer ahj "

; Para Ketua Seksi2 sebagai jang dimaksudkan
dalam pasal 10;

: Keang gotaan tersebut dapa t ditcimbah d engan
wakil2 instansi2 lain jang dianggap perlu
oleh Panitya Paripurna Landre£orm Daerah
Tingkat r,

(2) Panitya Landreform Daerah Tingkat I diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbane:an dan Pengawasan Pelaksanaan Landre£orm Da.er-ah.
Tingkat I dengan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Wakil dari Polisi Kommisariat;

0_

b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

0_

• Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah;

: Kepala Dinas Pertanian'Rakjatj

: Kepala Inspeksi Per-kebunanj
: Kepala Dinas Kehutanan;

: Kepala Dinas Kehewanan;
: Kepala Dinas Perikanan Darat;
: Kepala Inspeksi La,nduse;
: Kepala Dja\1atan Koperasi;

: Kepala Djawatan Peneranganj

: Kepal a Dinas Pekerdj aan Umum dan Tenagaj
: Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;

: Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumi;
: Inspektur Bank Koperasi Tan! dan Nelajan;
: Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota

Front Nasional jang mewakili Golongan Nasa­
kom dan diusulkan oleh Front Nasional Dae­
rah Tine;kat Ij

Anggota";"anggota

- 6 -
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Anggota2 ••••

B A B IV.
PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

Pasal 6.
(1) Panitya Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :

a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Bupati/Walikota/Kepa]a Daerah;
Wakil Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II

dan djika Ketua-nja Bupati/Wa1ikota/Ke­
pala Daerah,Waki1 Ketua.Front Nasional
Daerah Tingkat II;

(4) Panitya Landre:fonnDaerah Tingkat I bertugas :
a. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landrefor.mtara!

Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan2 serta instruksi2/pe­
doman2 dari Panitya Landre£orm Pusat;

b. Mengkoordinir pekerdjaan2 jang bersangkutan dengan pe1aksanaan
Landreform jang dilakukan oleh Panitya2 Landre£orm Daerah Ting­
kat II;

c. Mengawasi agar instruksi2 jang ditetapkan oleh Panitya Landre£orm
Pusat dilaksanakan oleh Panitya2 Landre£.ormDaerah Tingkat II;

(5) Badan Pekerdja bertugas :

a. Melakukan tugas2 Panitya Landreform Daerah Tingkat I sehari-hari
dan berwenang mengambil keputusan2 mengenai sega1a hal jang ter­
masuk tugas Panitya tersebut;

b. Memberikan pertanggune;andjawab kepada Panitya Paripurna Landre­
form Daerah Tingkat I;

(6) Badan Pertimbangan dan Pen.p:awasanPelaksanaan Landre.formDaerah
Tingkat I bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landre.for.mdi Daerah2
Tingkat TIj

b. Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan tentang
pelaksanaan Landre.formdi Daerah Tingkat I kepada Panitya Landre­
.formDaerah Tingkat I dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan
Pelaksanaan Landreform Pusat;

: Wakil dari Komando Daerah ~liter;
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tani anggot

Front Nasional Daerah Tingkat I, dan jang
diusulkan oleh Front Nasional Daer-ahTing
kat Ij

(,3) Sekretariat adaLah Kantor Inspeksi Agraria :
Sekretariat dipimpin oleh Kepala Baeian Landreform dari Kantor
Inspeksi Agraria ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh
Gubrnur/Kepala Daerah sebagai pembantu;

Anggota-anggota

- 7 -
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(2) Panitya ••••

: Kepal.a Kantor Agraria Daerah; ,A. .

: Ketua Front Nasional. Daerah Tingkat" II,
'dan djika Ketua-nja Bupati/Walikota/Ke­
pala Daerah,Wakil. Ketua Front NasionSl
Daerah Tingkat II; ;.<

: Wakil2 Organisasi2 Massa Tani anggota
Panitya Paripurna Landre£orm Daerah
Tingkat II, setjara bergilir;

: WakiJ2 Organisasi2 Massa Tani anggota
Panitya Paripurna Landre£or.m Daerah.
Tingkat II.

: Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh
Bupati7Walikota/Kepal.a Daerah;

: Para Ketua Seksi2 sebagai- jang dimaksud­
kan dalam pasa! 10;

: Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan
instansi2 lain jang dianggap peplu oleh
Panitya Paripurna Landre£orm Daerah Tingkat
II;

Anggot a-angg ot a

Wakil Ketua

Ketua

Wakil Ketua

··
:

··
:
·•
····0_ :
:

···•······
··

Ang gota-anggot a : Komandan Komando Daerah ~liter;

: Kepala Kantor Polisi Resort;

Kepala Kantor Kedjaksaan 'Negeri;

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Goto ng Rojong ;

Kepala Kantor Penda£taran Tanah;

Kepala Dinas Pertanian Rakjat;
Kepala Dinas_Perikanan Darat;

Kepala Dinas Kehewanan;

ICepala Dinas Pengairan;
Kepala Djawatan Koperasi;
Kepala Djawatan Peneranganj
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum & Tenaga;
Kepala Dina s Perindustrian Rakjat-;
Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumi;
Kepala Djawatan Agama;'
Kepala Tjaban~ Bank Koperasi Tani dan
Nelajan;
Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tan! Anggota
Front Nasional jang mewakili Golongan
Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Na­
sional Daerah Tingkat II;

b-. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

PRESIDEN
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l6} Badan ••••

(4) Panitya Landre.formDaerah Tingkat II bertugas :.
a. Melaksanakan instruksi2 dari Panitya ~dreform Pusat dan

Landreform Daerah Tingkat .1;
b. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landrefor.mpada

taraf Daerah Tingkat II, sesuai dengan peraturan2 serta instruksi
pedoman2 dari Panitya Landref'ormPusat serta Panitya Landreform
Daerah Tingkat Ij

c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan serta penguasaan tanah2 ja~
ada didaerah-nja jang terkena ketentuan2 Landref0rm.j

d. Melaksanakan penguasaan tanah2 jang berdasarkan ketentuan2
form djatuh kepada Negar-a; .

e. Menetapkan djumlah serta bentuk ganti-rugi kepada b.ekas":"pemilik,
menurut pedoman jang diberikan oleh Panitya2 Landreform jan!;
lebih atas;

f. Mendaftar dan menetapkan urut-an (prioritas) petani2 jang berhak
mendapat bagian tanah jang akan dibagi-bagikan dalam rangka pe­
laksanakan Landreformj

g. Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah2 jang digadaikanj
h. Melaksanakan redistribusi tanah2 kepada para petani dalam rangka

pe1aksanaan Landre.for.m;
i. Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-undang :No.2tahun

1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil;
j. Memberikan bimbingan kepada Panitya2 Landreform Ketjamatan dan

Desa dalam mendja'Lankan tugas2 mereka serta mengawa sd,pelaksanaan
nja;

(5) Badan Pekerdja bertugas :
a. Melakukan tugas2 Panitya Landreform Daerah Tingkat II sehari-har

dan berwenang mengambil kepucusan2 mengenai segala hal jang ter­
masuk tugas Panitya tersebut.

b. Memberikan pertanggungan-djawab kepada Panitya Paripurna Landre­
form Daerah Tingkat II.

G···e

(3)

: Wak±l dari Front Nasional Daerah Tingkat
: V/akildari Komando Distrik Militerj
: Wakil dar! Komando Distrik Milit·er;
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tan! Anggota

Front Nasional Daerah Tingkat II. jang di­
usulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat

Sekretariat II.
adalah Kantor Agraria Daerah.
Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Agr
Daerah ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Bupati/Walikot
Kepala Daerah sebagai pembantu.

Wakil Ketua
Anggota-anggota

(2) Panitya Landreform Daerah Tin~kat II diperlengkapi dengan::
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dengan
keanggotaan sebagaL berikut :
Ketua : Wakil dari Polisi Ressort;
Wakil Ketua : Vlakildari Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua : Wakil dari Kedjaksaan Negeri;

PRESIDEN
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(3). Sekretariat •••

: Wakil dari Front Nasional 'Ketjamatan;
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tani jang ,
mewakili golongan Nasakom, jang .diusulkan
oleh Front Nasiona1 Ketjamatan. ..

Wakil Ketua
Anggota-anggot a

Anggota-anggota

....j : ~

~WI'

;-p

.Wakil. Ketua

Ketua
. vlakil Ketua

(6). Badan Pertimbangan dan Penp;awasan Pelaksanaan Landref'orm Daer'ah
Tingkat II bertugas :

a. Menja1urkan sengketa2 jang timbul dalam pelaksanaan Landre.for.m .
jane menjangkut masjarakat-luas kepada Badan Pertimbangan dan
Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitahukannja
kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landre.for.m
Tingkat I, semuanja itu dengan disertai pertimbangannj~.

b. Mengambil tindakan2 kearah penjelesaian sengketa2 lainnja, dan
berusaha untuk mendamaikan-nja. ~

c. Memberikan pertimbangan2, bahan2 ket erangan serta laperan -ten~
tang pelaksanaan Landre.form di Daerah Tingkat II kep ada Panitya
Landreform Daerah Tingkat .II dan kepada Badan Pertimbanr;an dan
Pengawasan Pelaksanaan Landre.form Daerah Tingka t I dan Pus at •

B A B V.

PANITYALANDREFORMKETJAMATAN.
Pasal 7.

(1). Panitya Landre.form Ketjamatan terdiri atas :

- 10 -
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: Asisten Wedana / Kepala Ketjamatanj
: Petugas Agraria jan~ ditundjuk oleh Kepala
Kantor Agraria Daerah;

: Ketua Front Nasional Ketjamatan; dan kalau
Ketua-nja Asisten Wedana / Kepala Ketjamatan ..rc~::,:"_
Wakil Ketua Front Nasional Ketjamatan.

: Kepala Pelisi Sektor;
: Kepala Dinas Pertanian Rakjat j
: Komisari s Pembangunan Masjarakat' 'Desai
: Kepala Penerangan Ketjamatanj
: Kepala Pengairan;
: Waki12 dari Organisasi Massa' Tani aDg~ta
Front Nasional jang mewaki'li Golongan NasakoJ:nr~Yn
jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamat",n,<'w",,"-

(2). Panitya Landreform Ketjams.tan diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbangan dan Pensrawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan
Ketua : Wakil dari Polisi Sektorj



Pasal 9.

(l). Susunan keanggotaan Panitya2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan
dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform jang sudah ada, harus disesu­
aikan dengan ketentuan2 dalam Keputusan Presiden ini.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN.

(2). Fanitya Landref'orm -Desa bertugas :

a. Melaksanakan instruksi2 dari Panitya Landreform Ketjamatanj

b. Memberikan usu12, saran2, pertimbangan2 serta laporan kepada
Panitya Landref'orm Ketjamatan dan Badan Pertimbangan dan
Pengawasan Felaksanaan Landreform Ketjamatan.

: Kepa1a Desa;
: Waki12 dari Organisas:i2Massa Tani Anggot

Front Nasional jang ada didesa itu,
setjara bergilir. ;;"!

: Djuru Tulis Desa,
: Waki12 dari Organisasi2 Massa Tani

Anggota Fro nt Naed.oriaL jan:;.ada didesa
itu, jang diusulkan oleh Front Nasional
Desa.

Sekretaris
Anggot a-anggota

Ketua

Wakil Ketua

Panitya Landref'orm Desa : ber-keanggotaan sebagai berikut ;~

B A B VI.

PANITYA LANDREFORM DESA.
Pasal 8.

"~"i, .
(5). Badan Pertimbangan dan Peng awasan Pelaksanaan Landref'onn'-Ket.1amatan

bertugas :

a. Me1akukan pengawasan terhadap pe1aksanaan Landreform didesa2.
b. Memberikan pertimbangan2, bahan2 ketier-angan ;,;erta1aporan ten­

tang pelaksanaan Landref'orm di Ketjamatan kepada Panitya Landre­
form Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan
Pe1aksanaan Landref'orm Tingkat II.

•-

.(3). Sekretariat terdiri atas :

a. -Pegawai Ketjamatan jang ditundjuk olen Asisten Wedana/Kepala
Ketjarnatan;

b. Fetugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah

(4). Panitya Landref'orm Ketjamatan bertugas :

a. Membantu Panitya Landref'orm Daerah Tingkat II da1am melaksanakan
tugasnja dan mendjalankan segala instruksi jang diberikan kepa­
danja.

b. Memberikan bimbingan dan pedoman2 pelaksanaan tentang penje1~ng­
garaan Landreform kepada Panitya2 Landreform Desa.

11 -
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VII.B A B



....IX.BAB

Pasal 10.

(1). Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I dan Panitya Paripurna
Landref'ormDaerah Tine;katII dibagi dalam Seksi-seksi jaitu : Seksi
Penerangan, Seksi Keuangan, dan Seksi Re-distribusi.

(2). Tugas Seksi-seksi tersebut ditetapkan oleh Badan Pekerdja Panitya
Landreform Pusat.

SEKSI - SEKSI.

VIII.B A B

"

'(9) ~ Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landre:f~rlJliP\lsatdapat
menambah keanggotaan Panitya2 Landre:formDaerah Tin"kat I,'\ Tingkat
Ketjamatan dan Desa, dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasanr,Pelak~
sanaan Landre£orm, djika hal itu dipandangnja perlu untuk lebih mem­
perlantjar pelaksanaan Landre£orm atau berhubung keadaan-chusus di­
sesuatu daerah.

(2)..Pedjabat2 jang mendjadi anggotiaPanitya-2 Landreform dan Badan2
Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform karena dja­
batannja, tidak memerlukan pengangkatan setjara chusus.

(3). Anggota-anggota Panitya Paripurna Landreform Pusat Waki12 dari
Organisasi2 Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Presidium
Kabinet.

(4). Apggota-anggota Bad an Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan
Landreform Pusat jang mewakili Departemen2 dan Instansi2 lain
,sertaWakl12 Organisasi2 Massa Tani diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landre.form.
PUsat•
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•. ' .11...·<-: • (5). Anggota2 Panitya Landreform Daer-ahTingkat I dan Badan Pertimbangan
.' . .dan Pengawasan Pel.aksanaanLandre£orm DaenihTingk.?tI, ketjual.ija

<;;;~;:..;y;. tersebut dalam ajat 2 Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur/Ketua Panitya Paripurna Landre£orm Daerah Tingkat I atasnama Menteri Agraria/'KetuaBadan Pekerdja Pani.tyaLandre.formPusa~.

(6). Anggota-anggota Panitya Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Per"';'
timbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Larrlre£ormDaerah Tlngkat II,
ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, di.an~katdan di.­
berhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitya Paripurna Landrefer.m
Daerah Tin~kat II atas nama Gubernur/Ketua Panitya Parlpurna Landr
form Daerah Tingkat I.

(7). Ang~eta-a~gota Pani.tyaLandreform Ketjamatan dan Badan Pertimbang~n';:""'­
dan Pengawasan Pelaksanaan Landre£orm Ketjamatan, ketjuali jan~ ter­
sebut dalam ajat (2) Pasal ini, di.angkatdan diberhentikan oleh Bu­
pati./Wali.kotalKetuaPanitya Paripurna Landreform Daerah Ti~kat ·II•

.(8). An.ggota-ang~GtaPanitya Landre£orm Desa, ketjuali.jan~f;tersebut
(IIJ..... ~ dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Asisten
.~ W' .Wedana/Kepala Ketjamatan7Ketua Panitya Landre£Qrm Ketjamatan~ r •.



PEN U T U P.
Pasal 14.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

XII.B A B

Agar •••

Pasa1 13.

Dengan tidak perlu menunggu disempurnakannja keanggotaan Panitya2
Landref'ormdan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pe1.aksanaan-Landre-
.formsesuai dengan Keputusan ini, semua Panitya dan Badan jan~ telah .
ada mendjalankan tugasnja berdasarkan ketentuan2 Keputusan Presiden in1

B A B XI.
KETENTU AN PERALlHAN•

B A B X.
P E M B I A J A A N.

Pasal 12.

Semua pembeajaan dan perongkosan jang diperlukan untuk pelaksariaan
t:ugas2Panitya2 Landref'ormdan Badan2 Pertimbangan dan Fengawasan Pe­
laksanaan Landref'ormdibebankan kepada Jajasan Dana Landre£orm.

(3) •

(1-). a. PariityaParipurna Panitya Landref'ormPusat ber-sd.dang paling
sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah
seorang Wakil Ketua-nja.

b. Badan Pekerdja Panitya Landref'ormPusat bersidang paling se­
dikit 2 (dua) bulan sekali atas undariga n Ketua at.au salah seora
Wakil Ketua-nja.

c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landre£orm Pusat
bersidang paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atas undan~an
Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.

(2). Panitya2 Landref'orm (Paripurna dan Badan Pekerdja) dan Badan2 Per­
timbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landre£orm lainnja bersidang
paling sedikit 2 {dual minggu sekali atas undangan Ketua atau sa­
lah seorang Wakil Ketua-nja.

Djika.pada undangan jang pe r-t.amaPanitya2 dan Badan2 tersebut pa­
da ajat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat bersidang karena tidak
mentjapai quorum, maka Panitya atau Badan itu akan bersidan~ pada
undangan kedua tanpa memandang djumlah anggota jang hadir, dan
dapat mengambil keputusan2 dengan sah. .
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B A B IX.

P E R SID A N G A N
Pasal 11.



'.'!

Dr. J.

Djakarta
Oktober 1964.

REP IK INDONESIA,

Agar supaja setiap orang dapa t, menget.ahuf.nj a , maka Keputusan
ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negar-a Republik Indonesia.
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